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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 9 /PB/2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REVISI ANGGARAN PADA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN
REVISI ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2015

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3),
Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 87 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran
Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Revisi
Anggaran Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Revisi
Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2015;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 334);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang
Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran
Badan Layanan Umum; B



9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011
tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah,;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013
tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2014;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014
Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian
Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir
Tahun Anggaran;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014
tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015;

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR  JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS REVISI ANGGARAN PADA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN REVISI
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah
ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 dan disahkan dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015.

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut
DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

3. DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak secara
otomatis melalui sistem, digunakan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan satuan kerja dan pencairan dana/pengesahan bagi
Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara

yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA
Induk.

4. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian
adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan
tertentu dalam pemerintahan.

5. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain
pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas
tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan
lainnya.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang
selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana
keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun
menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. w



10.

1L

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian
dari suatu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program/kegiatan dan
membebani dana APBN.

Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya
mencerminkan tugas dan fungsi Satuan Kerja atau penugasan
tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan
untuk mencapai Keluaran dengan indikator Kinerja yang
terukur.

Keluaran adalah prestasi kerja berupa barang atau jasa yang
dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta
kebijakan.

Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah
arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media
penyimpanan digital.

ADK DIPA adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang
merupakan hasil keluaran dari Aplikasi RKA-K/L DIPA,

Direktorat Jenderal Anggaran yang selanjutnya disingkat DJA
adalah salah satu direktorat jenderal pada Kementerian
Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
penganggaran.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut
DJPBN adalah salah satu direktorat jenderal di Kementerian
Keuangan yang mempunyai tugas pokok merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
perbendaharaan negara.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang
selanjutnya disebut Kanwil DJPBN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya
disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kanwil DJPBN,

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah
instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

DIPA Petikan pada BLU yang selanjutnya disebut DIPA Petikan
BLU adalah DIPA per BLU yang dicetak secara otomatis
melalui sistem digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
BLU dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum
Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan
kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.

Ambang batas fleksibilitas belanja yang selanjutnya disebut
ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja
yang diperkenankan melebihi anggaran dalam DIPA Petikan

BLU.
th



19. Lanjutan Pinjaman Proyek/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau

Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN) adalah penggunaan
kembali sisa alokasi anggaran yang bersumber dari
PHLN/PHDN yang tidak terserap, termasuk lanjutan dalam
rangka pelaksanaan kegiatan penerusan hibah dan Penerusan
Pinjaman.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai:

a.

b.

Petunjuk lebih lanjut Revisi Anggaran yang menjadi
kewenangan Kanwil DJPBN;

Revisi anggaran DIPA Petikan BLU yang sumber dananya dari
PNBP BLU;

Pengesahan dan Penyampaian Revisi Anggaran pada Kanwil
DJPBN; dan

Proses penatausahaan Revisi Anggaran pada KPPN.

BAB III

PETUNJUK LEBIH LANJUT REVISI ANGGARAN

YANG MENJADI KEWENANGAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Pasal 3

Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Kanwil DJPBN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi Revisi
Anggaran yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a.

® oo o

(1)

(3)

lanjutan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari
PHLN dan/atau PHDN;

penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang;

perubahan kantor bayar;

kesalahan administrasi; dan

perubahan rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan
pada halaman III.

Pasal 4

Revisi Anggaran yang disebabkan lanjutan pelaksanaan
kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersifat
menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2015

Revisi Anggaran yang disebabkan lanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:

a. pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam
APBN Tahun Anggaran 2015; dan

b. pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan
merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak.

Revisi Anggaran yang disebabkan lanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang: d;



(4)

(2)

(3)

(1)

a. PHLN/PHDN belum closing date;

telah dialokasikan pada Satker yang sama pada tahun

anggaran sebelumnya,;

c. menggunakan sumber dana dan kode register yang sama,;
dan

d. tidak menambah alokasi Rupiah Murni dan Rupiah Murni
Pendamping yang bersumber dari APBN.

o

Pengajuan Revisi Anggaran yang disebabkan lanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

a. daftar sisa PHLN dan/atau PHDN dalam DIPA Petikan
Tahun Anggaran sebelumnya yang ditandatangani Kepala
KPPN; dan

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Format Daftar Sisa PHLN dan/atau PHDN dan SPTJM
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Revisi Anggaran yang disebabkan adanya penerimaan hibah
langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b, bersifat menambah pagu anggaran belanja
Tahun Anggaran 2015.

Revisi Anggaran yang disebabkan adanya penerimaan hibah
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana
format yang tercantum pada Lampiran III yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

Revisi anggaran yang disebabkan oleh adanya penerimaan
hibah langsung dalam bentuk uang dari luar negeri, yang
penerbitan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SPHL)
dilaksanakan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah,
dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.

Pasal 6

Revisi anggaran berupa perubahan kantor bayar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢, dilakukan dalam rangka:

a. perubahan kantor bayar karena kesalahan administratif;

b. perubahan kantor bayar akibat adanya perpindahan lokasi
Satker;

c. penambahan/pengurangan kantor bayar; dan/atau

d. perpindahan kantor bayar setelah mendapat penetapan
dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Revisi Anggaran berupa perubahan kantor bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu wilayah kerja
Kanwil DJPBN.

Revisi anggaran berupa perubahan kantor bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, hanya
dapat dilakukan sepanjang satker tersebut belum melakukan
realisasi belanja pada KPPN sebelumnya. ﬁ
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Berdasarkan surat usulan dari Satuan Kerja atas Revisi
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kanwil DJPBN
menghubungi Tim Pengelola Data Referensi (PDR) untuk
melakukan update referensi.

Update referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan melalui surat dan/atau melalui email.

Setelah memperoleh konfirmasi dari Tim PDR, baik melalui
surat dan/atau email, Kanwil DJPBN baru dapat melakukan
upload ADK revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke
dalam Aplikasi Custom Web.

Pasal 7

Revisi Anggaran karena kesalahan administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berupa :

a. perubahan/ralat pejabat perbendaharaan; dan

b. perubahan nomenklatur satker atau penambahan kode
register dalam rangka hibah langsung dalam bentuk uang.

Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilampiri dengan surat keputusan perubahan pejabat
perbendaharaan dari pejabat yang berwenang, dengan
ketentuan dalam hal:

a. perubahan/ralat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), usul
perubahan dilampiri dengan surat keputusan sebagai
kepala Satker/penunjukan sebagai KPA;

b. selain KPA, wusul perubahan dilampiri dengan surat
keputusan penetapan sebagai pejabat perbendaharaan dari
KPA /Pejabat yang berwenang,

Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan mendahului Revisi
Anggaran sepanjang surat keputusan perubahan/ralat pejabat
perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
disampaikan kepada KPPN.

Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
atas dasar surat usulan revisi DIPA dari Satker, Kanwil DJPBN
menghubungi Tim PDR untuk melakukan update referensi.

Update referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan melalui surat dan/atau melalui email (sebagaimana
format terlampir).

Setelah memperoleh konfirmasi dari Tim PDR, baik melalui
surat dan/atau email, Kanwil DJPBN melakukan upload ADK
revisi sebagaimana ayat (4) ke dalam Aplikasi Custom Web.

Pasal 8

Perubahan rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan
pada halaman III DIPA Petikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf e, merupakan pemutakhiran (updating) rencana
penarikan dana dan perkiraan penerimaan.

Pemutakhiran (updating) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai
rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana dan
perencanaan kas. &‘



BAB IV
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU

Bagian Kesatu
Prinsip Revisi DIPA Petikan BLU

Pasal 9

(1) Revisi DIPA Petikan BLU diutamakan dalam rangka
penyediaan alokasi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas
layanan BLU.

(2) Revisi DIPA Petikan BLU berupa perubahan/pergeseran alokasi
antar sumber dana diperkenankan sepanjang untuk
mengubah sumber dana belanja yang semula Rupiah Murni
menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU.

(3) Revisi DIPA Petikan BLU berupa penggunaan saldo kas BLU
diutamakan untuk belanja yang secara langsung mendukung/
menunjang pemberian layanan BLU,

(4) Revisi DIPA Petikan BLU berupa penambahan pagu yang
disebabkan terlampauinya target PNBP dilakukan secara
proporsional dengan peningkatan volume layanan.

Bagian Kedua
Jenis-Jenis Revisi Anggaran

Pasal 10

Revisi Anggaran pada DIPA Petikan BLU terdiri dari:
a. penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN;

b. pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
dan/atau

c. perubahan akibat hal-hal khusus.

Bagian Ketiga
Penggunaan Anggaran Belanja di Atas Pagu APBN

Pasal 11

(1) Revisi DIPA Petikan BLU di atas pagu APBN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diakibatkan oleh:

a. penggunaan realisasi PNBP tahun berjalan yang melampaui
target PNBP tahun berjalan; dan

b. penggunaan saldo awal kas BLU.

(2) Revisi DIPA Petikan BLU di atas pagu APBN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. penambahan pagu DIPA Petikan BLU dalam ambang batas;
dan

b. penambahan pagu DIPA Petikan BLU melampaui ambang
batas.

(3) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
berdasarkan pagu akhir DIPA Petikan BLU, dengan contoh
perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.



(4)

Revisi DIPA Petikan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk: ,

a. menambah volume pada Keluaran, termasuk rincian di
bawah Keluaran yang sudah ada;

b. menambah Subkeluaran, termasuk rincian di bawah
Subkeluaran, pada Keluaran yang sudah ada; dan/atau

c. menambah Keluaran baru.

Dalam hal Keluaran baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf c tidak tersedia dalam tabel referensi database
RKAKL DIPA, BLU melalui menteri/pimpinan lembaga/ketua
dewan kawasan mengusulkan penambahan referensi Keluaran
baru kepada DJA.

Paragraf 1
Revisi DIPA Petikan BLU di Atas Pagu APBN

Berupa Penambahan Pagu dalam Ambang Batas

(1)

(2)

Pasal 12

BLU dapat melakukan belanja dalam ambang batas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a,
sebelum pengesahan revisi DIPA Petikan BLU.

BLU melakukan revisi DIPA Petikan BLU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebelum mengajukan Surat Perintah
Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU untuk
mengesahkan pendapatan dan belanja ke KPPN.

Paragraf 2
Revisi DIPA Petikan BLU di Atas Pagu APBN

Berupa Penambahan Pagu Melampaui Ambang Batas

(1)

(2)

(3)

()

Pasal 13

BLU dapat melakukan belanja melampaui ambang batas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b,
setelah pengesahan revisi DIPA Petikan BLU.

Belanja melebihi ambang batas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemimpin BLU
kepada  Menteri Keuangan c.q. Direktur  Jenderal
Perbendaharaan melalui menteri/pimpinan lembaga/ketua
dewan kawasan.

Pengajuan permohonan persetujuan belanja melampaui
ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menggunakan format surat sebagaimana tercantum pada
Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini

Persetujuan belanja melampaui ambang batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan menggunakan
format surat sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini, :



Paragraf 3
Revisi DIPA Petikan BLU di Atas Pagu APBN
Berupa Penggunaan Saldo Awal Kas

Pasal 14

(1) BLU dapat melakukan belanja yang bersumber dari
penggunaan saldo awal kas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf b, setelah pengesahan revisi DIPA
Petikan BLU berupa:

a. pencantuman saldo awal; dan
b. penggunaan saldo awal kas.

(2) Belanja yang bersumber dari penggunaan saldo awal kas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk belanja
dalam rangka operasional layanan tahun anggaran berjalan.

(3) Dalam hal belanja yang bersumber dari penggunaan saldo awal
kas, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), belanja penggunaan saldo awal kas harus
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(4) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diajukan oleh Pemimpin BLU kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan melalui menteri/pimpinan lembaga/ketua
dewan kawasan.

(5) Penyampaian permohonan persetujuan penggunaan saldo awal
kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format
surat sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

(6) Persetujuan penggunaan saldo awal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), diberikan dengan menggunakan format surat
sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

(7) Penambahan pagu belanja akibat Penggunaan saldo awal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan
dalam perhitungan ambang batas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (3).

Bagian Keempat
Pergeseran Rincian Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap

Pasal 15

(1) Revisi DIPA Petikan BLU berupa perubahan atau pergeseran
rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat dilakukan sepanjang
tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA Petikan BLU.

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat berupa pergeseran:

a. dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu)

Satker; f



b. antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
dan/atau

c. pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker.

Revisi DIPA Petikan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk:

a. menambah volume pada Keluaran, termasuk rincian di
bawah Keluaran yang sudah ada;

b. menambah Subkeluaran, termasuk rincian di bawah
Subkeluaran, pada Keluaran yang sudah ada; dan/atau

c. menambah Keluaran baru.

Dalam hal Keluaran baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c tidak tersedia dalam tabel referensi database
RKAKL DIPA, BLU melalui menteri/pimpinan lembaga/ketua
dewan kawasan mengusulkan penambahan referensi Keluaran
baru kepada DJA.

Bagian Kelima

Revisi DIPA Petikan BLU Akibat Hal-hal Khusus

Paragraf 1

Revisi DIPA Petikan BLU berupa Pencantuman Saldo Awal Kas

(1)

(2)

Pasal 16

Revisi DIPA Petikan BLU berupa pencantuman saldo awal kas
dilakukan guna mencantumkan besaran saldo awal kas BLU
ke dalam DIPA Petikan BLU.

Revisi pencantuman saldo awal kas BLU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi target PNBP BLU
tahun berjalan dan tidak dapat disertai dengan revisi berupa
perubahan alokasi belanja.

Saldo awal kas BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebesar saldo akhir kas BLU pada triwulan IV tahun
anggaran lalu yang tercantum SP2B BLU berdasarkan hasil
konfirmasi dari KPPN.

Paragraf 2
Revisi DIPA Petikan BLU

Berupa Penggunaan Saldo Awal Kas Dalam Rangka Mismatch

(1)

(2)

Pasal 17

BLU dapat menggunakan saldo awal dalam rangka mismatch
apabila realisasi PNBP BLU tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan belanja yang bersumber dari PNBP BLU.

Penggunaan saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tidak untuk menambah pagu belanja pada DIPA Petikan
BLU.

Dalam hal saldo awal kas yang digunakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikembalikan karena
target PNBP tahun berjalan tidak tercapai, BLU mengajukan
revisi DIPA Petikan BLU. @,
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